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WALIKOTA BLITAR 

PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR 

NOMOR 1 TAHUN 2022 

TENTANG 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2021 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA BLITAR, 
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan 

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

keuangan Daerah., perlu menetapkan Peraturan Daerah. 
ten tang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; 
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan 

Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah. dan Jawa Barat 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang­ 

Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik 

Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota 
Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 40, Tarnbah.an Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 551); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 



-2- 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4400); 
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional {Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 

13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang­ 

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- 
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Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

11. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­ 
Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan 
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk 
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 
19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang 
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ a tau 
Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6516); 
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573); 
13. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3243); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 



-4- 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 210 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4028); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 171 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5340); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2010 Nomor 5165); 
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6402); 
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

21. Peraturan Pemerintah Nonor 17 Tahun 2017 tentang 
Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran 
Pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6066); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 
DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6057); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang 
Pelaksanaan Togas dan Wewenang Gubernur Sebagai 
Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 109 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6224); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6323); 

26. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Peiaksanaan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 
2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 
87 Tahun 2014 tentang Peraturan Peiaksanaan Undang­ 
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186); 
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 

tentang Pedoman Pengelolaan lnvestasi Pemerintah 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 754); 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 157); 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 
tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Rancangan 
Peraturan Kepala Daerah Ten tang Penjabaran 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 450); 
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 
Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana 

Operasional Daerah (Betita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 1067); 
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 

tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan Tertib 
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan 

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan 
Partai Politik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah di ubah 

dengan Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 78 
Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 
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Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara 
Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan Tertib 
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan 
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan 
Partai Politik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 1777); 

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 1213); 

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 
tentang Rencana Bisnis, Recana Kerja dan Anggaran, 

Kerja Sama, Pelaporan, dan Evaluasi Badan Usaha Milik 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 155); 

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

1447); 
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 888); 
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781); 
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 

tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 
Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja 
Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang 
Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, 
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Peraturan Kepala Dae rah Ten tang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, 
Dan Rancangan Peraturan Kepala Dae rah Ten tang 
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan 

Belanja Daerah Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 431); 

39. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 

2010 Nomor 2); 
40. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2010 

tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik 

(Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2010 Nomor 7); 
41. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2011 

tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 
Bangunan (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2011 

Nomor l); 
42. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2011 

tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kata Blitar 

Tahun 2011 Nomor 7); 
43. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2011 

tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota 
Blitar Tahun 2011 Nomor 8) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kata 
Blitar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua 
Atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2011 

tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kata 

Blitar Tahun 2017 Nomor 7); 
44. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 9 Tahun 2011 

tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota 
Blitar Tahun 2011 Nomor 9) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah 
Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas 
Pera tu ran Daerah Kota Blitar Nomor 9 Tahun 2011 

tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota 

Blitar Tahun 2017 Nomor 8); 
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45. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 10 Tahun 2011 
tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah 
Kota Blitar Tahun 2011 Nomor 10); 

46. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pajak 
Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (Lembaran 
Daerah Kota Blitar Tahun 2013 Nomor 5); 

47. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2015 
tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada 
Sadan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota 
Blitar Tahun 2015 Nomor 3) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 
2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota 
Blitar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal 
Pemerintah Daerah Kepada Sadan Usaha Milik 
Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 
Nomor 5); 

48. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2016 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Kota Blitar 2016-2021 (Lembaran Daerah 
Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 
Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar 
2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2017 

Nomor 2); 
49. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kata 

Blitar Tahun 2021 Nomor 7); 
50. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 12 Tahun 2017 

tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan 
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Anggola Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kola Blitar 
(Lembaran Daerah Kola Blitar Tahun 2017 Nomor 

12); 

51. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah 
Kola Blitar Tahun 2018 Nomor 6); 

52. Peraturan Daerah Kola Blitar Nomor 2 Tahun 2019 
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran 
Daerah Kola Blitar Tahun 2019 Nomor 2); 

53. Peraturan Daerah Kola Blitar Nomor 4 Tahun 2021 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Kola Blitar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah 
Kola Blitar Tahun 2021 Nomor 4); 

54. Peraturan Daerah Kola Blitar Nomor 5 Tahun 2020 

Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kola Blitar 
Tahun 2020 Nomor 5); 

55. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2021 
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2021; 

Dengan Persetujuan Bersama : 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BLITAR 

DAN 

WALIKOTA BLITAR 

MEMUTUSKAN 
PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN 
PELAKSANMN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 

Pasal 1 

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan 

memuat: 
a. Laporan Realisasi Anggaran; 
b. Neraca; 



-11- 

c. Laporan Arus Kas; 

d. Laporan Operasional; 
e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; 

f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan 

g. Catatan atas Laporan Keuangan. 
(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilampiri dengan 

laporan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan 
daerah. 

Pasal 2 
Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf 
a Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut : 
A. Rekapitulasi Realisasi Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan sbb 

a) Realisasi Pendapatan Rpl.041.505.261.947,02 

b) Realisasi Belanja Rp986.004.395.437,41 

Surplus Rp55.500.866.509,61 

c) Realisasi Pembiayaan : 
1. Penerimaan 

2. Pengeluaran 
Pembiayaan Netto 

Rp187.441.12 l.138,40 
Rp3.000.000.000,00 

Rp184.441.12 l.138,40 

B. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) adalah selisih lebih antara 

realisasi pendapatan LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran 

pembiayaan dalam APBD selama satu periode anggaran, dengan rincian 

sebagai berikut: 
a. Surplus-LRA 
b. Pembiayaan Netto 

SiLPA TA 2021 

Pasal 3 
Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai 

berikut: 
A. Realisasi anggaran berdasarkan target pendapatan dengan rincian sebagai 

berikut: 

Rp55.500.866.509,51 

Rp239.941.987.648,01 
Rp184.441.12 l.138,40 

a. Target pendapatan setelah perubahan 

b. Realisasi 
Selisih lebih 

Rp869.038.603.667,00 
Rpl.041.505.261.947,02 

Rpl 72.466.658.280,02 
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B. Realisasi anggaran berdasarkan Target belanja dan transfer sebagai berikut : 
a. Target belanja setelah perubahan 
b. Realisasi 

Selisih kurang 

Rp l .053.444.692.315,00 
Rp986.004.395.437 ,41 

(Rp67.440.296.877,59) 

C. Realisasi anggaran berdasarkan target pembiayaan sebagai berikut : 
a. Penerimaan 

1. Target penerimaan pembiayaan setelah 
perubahan 

2. Realisasi 
Selisih Lebih 

b. Pengeluaran 
1. Target pengeluaran pembiayaan setelah 

perubahan 
2. Realisasi 

Selisih 

Rpl87.406.088.648,00 

Rpl87.44 l.12 l.138,40 
Rp 35.032.490,40 

Rp3.000. 000. 000 ,00 

Rp3.000.000.000,00 
Rp0,00 

D. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah : 
I. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah Rpl87.406.088.648,00 

perubahan 
2. Realisasi 

Selisih lebih 

Rpl87.44 l.12 l .138,40 

Rp35.032.490,40 

Pasal 4 
Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, per 31 Desember 

Tahun 2021 sebagai berikut: 
a. J umlah Aset 
b. Jumlah Kewajiban 

c. Jumlah Ekuitas Dana 

Rp2.842.396.924.943,55 
Rp55.845.165.025,21 

Rp2. 786.551.759.918,34 

Pasal 5 

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c, untuk 
tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2021 sebagai berikut: 

a. Saldo Awa! BUD per 1 Januari 2021 Rpl60.334.899.018,80 
b. Saldo Awa! Kas di Bendahara Pengeluaran Rp0,00 
c. Saldo Awai Kas di BOSNAS Rp7.531.969.623,09 



-13- 

d. Saldo Awai Kas BLVD Rp18.992.901.442, 13 

e. Saldo Awai Kas JKN Rp524.713.390,89 

f. Arus kas dari aktivitas operasi Rp185.997.056.950, 15 

g. Arus kas dari aktivitas investasi (Rp133.496. l 90.440,54) 

h. Arus kas dari aktivitas pembiayaan Rp56.637.663,49 

i. Arus kas dari aktivitas transitoris Rp360,00 

j. Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan Rp6.164.129,00 

I. Saldo Akhir Kas Lainnya Rp147.269.068,00 

I. Saldo Akhir Kas Rp240.095.421.205,01 

Pasal 6 
La.poran operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat ( 1) huruf d, 

untuk tahun yang berakhir sampal dengan 31 Desember tahun 2021 sebagai 

berikut: 

a. Jumlah pendapatan 

b. Jumlah beban 
c. Jumlah kegiatan non operasional 

d. J umlah Pos Luar Biasa 

e. Surplus LO 

Rpl.124.204.463.548, 12 

Rpl .039.148.148.574,38 

(Rp635.318.317 ,34) 
(Rp0,00) 

Rp84.420.996.656,40 

Pasal 7 

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

1 ayat (1) huruf e, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 

tahun 2021 sebagai berikut : 
Rp187 .384.483.474,91 

(Rp 187 .384.483.4 7 4,91) 

Rp239. 941. 987.648,01 
Rp0,00 tahun 

penerimaan 

pembukuan kesalahan d. Koreksi 

a. Saldo Anggaran Lebih Awai 
b. Penggunaan SAL sebagai 

pembiayaan 
c. Sisa Lebih pembiayaan Anggaran (SiLPA) 

sebelumnya 
e. Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp239.941.987.648,01 

Pasal 8 

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) 

huruf f,untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2021 

sebagai berikut : 
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a. Ekuitas Awai 
b. Surplus LO 

c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ 
Kesalahan Mendasar 

d. Ekuitas Akhir 

Rp2.565.469.218.822, 12 
Rp84.420.996.656,40 

Rp136.661.544.439,82 

Rp2. 786.551. 759.918,34 

Pasal 9 
Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) huruf g 
Tahun Anggaran 2021 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun 
kualitatif atas pos - pos laporan keuangan. 

Pasal 10 
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 
tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Daerah ini, terdiri dari : 

Lampiran I 
Lampiran 1.1 

Lampiran 1.2 

Lampiran 1.3 

Lampiran I .4 

Lampiran II 
Lampiran III 

Lampiran IV 
Lampiran V 
Lampiran VI 

Lampiran Vil 
Lampiran VIII 
Lampiran!X 
LampiranX 

Lampiran XI 

: Laporan Realisasi Anggaran; 
Ringkasan laporan realisasi anggaran men uru t urusan 
pemerintah daerah dan organisasi; 

: Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan 

jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan; 
: Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, 

organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan 

jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan; 
: Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan 

daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan; 

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; 

: La.po ran Operasional; 

: Laporan Perubahan Ekuitas; 
: Neraca; 

Laporan Arus Kas; 

Catatan atas Laporan Keuangan; 
Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah; 
Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih; 

: Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana 

Bergulir; 
: Daftar Penyertaan Modal ( investasi ) Pemerintah Daerah; 
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Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan 
Aset Tetap Daerah; 

Lampiran XIII Daftar Rekapitulasi Aset Tetap; 

Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan; 

Lampiran XV Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya; 

Lampiran XVI Daftar Dana Cadangan Daerah; 

Lampiran XVII : Daftar Kewajiban jangka pendek; 
Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban jangka panjang; 

Lampiran XII 

Lampiran XIX Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir 

tahun anggaran 2021 dan dianggarkan kembali dalam 

tahun anggaran berikutnya; 
Lampiran XX Ikhtisar La.po ran Keuangan Bad an Usaha Milik 

Daerah/Perusahaan Daerah, terdiri atas : 

Lampiran XX.1 Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik 

Daerah/Perusahaan Daerah; 

Lampiran XX.2 Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha 

Milik Daerah/Perusahaan Daerah. 

Pasal 11 
Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun 2021 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021. 

Pasal 12 

Peraturan Daerah irri mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Blitar. 

Ditetapkan di 
Pada Tanggal 

Blitar 
1 Agustus 2022 

WALIKOTA BLITAR 

ttd. 

SANTOSO 
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